
BI]PATI HAI.MAHtrRA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA

PtrRATURAN BUP,,\TI HALMAHERA BA}L&T
]{OMOR 58 TAHUN 2A2,2

TENTANG

TATA CARA PENtrTAPAN BENDAHARA

DtrI.IGAN RU-IMAT TUHAN YANG MA}-IA ESA

BU}iATI HAI-MAHBRA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat petravanan penatausahaan keuangan _vangefektif, efisien dan optimai clalarn pelaksanaan keuangan paela setiap
organisasi Perangkat Daerah, perlu pelimpahan sebagiar k***rr*nElan
Bripati kepada Badan pengerola Keuangan Daerah dalam penetapan
Bendahara di setiap organisasi perangkat ifaerah di xabupaten
Hahrahera Barat;

b. Lrahw'a berdasarkan pertimbangan sebagairnana climaksucl pada huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara penetapan
Bendahara.

Mengingat : 1' Undang-undang Nomor 60 ?ahun 1958 tentang penetapan Llndang-
undang Nomor 23 Ifarurat Tahun 1952 tentang pembentukan Daenah_
daerah srnal.antra Tingkat II Dalam wilayah Daerah Tingkat I h{aluku
meniadi undang-undang {Lembaran Negara Tahun 19sg Nomor go,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);

2" undang-undang Nomor 2B Tahun rggq tentang Fenyslsnggaraan
Negara -vang tsersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi rlan Nepotisme
{Lrmbaran Nega;'a Republik Inrronesia Takiun lggq Nc:xsr zz_
?an: baha:r Le:nt:arsr: l{egara Repu Lrlik rnrlonesia No*ror .} g"1 1 } ;3. Untlaag-r.rtdang i'{*mcr 46 Tahun 1999 tentang Pembentukar-i pr*vinsi
&{ahikr-r Litara, Iiah*paten Buni dan Kabup*rten L4aiukri Tenggin:-a
Esrrat ilci:rbarar: ft-egala ItI Tahur: lggg Nor:ror l?4. Taml:e}*rn
Lemi:aran itfegara Rl Nomor 3Sq5i sebagaimana tela]r diul;ah daiarti
undang-undang Nr:mor 6 Tahun 2000 {Lembaran Negara RI Tahun
2000 Nomor 73, Tarnbahan lembaran Negara RI Nomor 3961);

4' Undang-undnng Nomor 1 T'ahun 2003 tentang pembentukiln
Katrupaten I{almahera utara, KaLmpaten Haknahera selat_an,
Kabupaten I{epuiauan sula, Kabupaten }{almahera .rimur dan Kota
Tidore Kepulauan rli Provinsi Maluku utara (Lembaran Negara RI
Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan rrmbaran Negara RI Nomor az6a!;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42,
Tambahan kmbaran Negara Republik Inclonesia Nomor azs6l;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbenrlaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2oa4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor a35s);

7. Undang-Undang Nornor 15 Tahun '2AA4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjarvab Keuangan Negara {Lernbaran Negara
Republik Indonesia Ta.hun 2004 Nornor 66, ?ambahau Lemtraran
Negara Repr-rblik Indonesi*r Nomor aa00i;

8" Undang-Unrlang Nr.rmor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Neg*rra
{Lembaran Negara RepLilrlik inrlonesia Tahun 2014 Ncmsr 6
?amtrahan l,emharan Negara trtepubiik Indonesia Nomor Saaa);
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9. Undang-lJndang Nornor 23 Tahun '.2a14 tentang Peurerintahan Daerah

{Lrmbaran Ne[ara Reputrlik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tarnbahan Lembaran Negara Repriblik Ind-onesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir clengan undang-

unda-ng Nomor q Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

und,ang-undang Nomor 23 Tahun '.Za]l4 tentan8 Pemerintairan Daerah

{kmbaran xegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan lrrribaran Negara Republik Inclonesia Nomor 5679);

10. LTntlang-Undang Nornor 30 Tahun 2ol1 tentang Aclministrasi

Femerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia 'l*ahun 201'1

Nomor 292, 1'amhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcl

5601);
Undang-Unclang Nomor 1 'lahun '2A2'2 t-entang l{ubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat d:rn Daerah {Lembaran Negara RepuLrlik

Inclonesia Tahun )022 Nomor 4, Tarntrahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);
peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201q tentang Pengelotraan

Keuarrgan Daerah {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nornor 42);
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahun '2A24 tentang
pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (I3erita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O'2O Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten I'laimahera Barat Nomor 6 Tahun 2016

tentang Fembentukan Organisasi Perangkat Daer:ah Kabupaten

Haknahera Barat {Lembaran l)aerah Kabupaten }ialrnahera Barat

Tahgn 2016 Nomor 11, Tambahan ftrntraran L)aerah Kabupaten

Halmahera Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Hahnahera Barat Nomor 2 Tahun 2421

tentang Perubnhan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halrnahera

Barat Nomor 5 I'ahun 2A]16 tentang Peml:rentukan dan Susunar:

Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat {Lembarair

Daerah Kabupaten Haknahera Barat Tahun !021Nomor 2, Tambahan

l,embaran Daerah Kabupaten Ilahnahera llarat Nomor 2).

MEMUTUSI(AN:

I\,/iENETAPKAN : PtrRATURAN }3UPATI TIALMAHERA BARAT TtrNTANG TATA CARA

PENBTAPAN BBNDAHARA.

BAB I
KETENTUAN UMUIVI

Pasal 1

llaiam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat
?" Bupati actalah Bupati Halmahera Barat
S. Anggaran pendapatan rlan Belan-ja Daerah yang selanjutnva disingkat APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintah riaerah yang ciibahas dan disetujui bersama

oleh pemerintah daerah <1an DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. Badan pengeiola Keuangan Daerah -yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten I-1a1u:.ahera Llarat.

S. pejabat Fengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPI{D adalah Kepala

Satual Kerja pengelola Keuangan llaerah dalam ha1 ini Kepala Radan Pengelola

Keuangan Daerah yang mempunYai tugas melaksana.kan pengelolaan APBD dan

bertindak setragai Bendahara Umum Daerah'

6. Bendahara Urnum Daerah 3,ang selanjutnya disingkat ilUD adalah PPKD --vang

fuertjndak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umlrm Daerah'

7. Organisasi perangkat Daerah -yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat

daerah pada pernerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

11.

12.

13.
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s.

9.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk meiaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.-vang dipimpinnya.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya rlisingkat KPA aelaiah pejabat yang rliberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsj OPD.

10. Bendahara Penerimaan acialah pejabat fungsional }'ang dit'unjuk untuk menerima'
me1_vimpan, men3retorkan, menatausahakan dan mempertanggr.rngjarn'aLrkan uailg
pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

11. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejalrat fi;nplsionai yang ditunjuk untuk
menerilra, men-yimpan, rnenyetorkan, menatausahakan dan mempertanggullg

-jarvabkan penerimaan uang yang bersumber riai transaksi PPKD.

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untt-rk menerima,
menyimpan, memba;rarkan, menatausahakan, dan rnempertanggungiawatrkan uang
untuk keperluan beianja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

13' Benrlahara Transfer Desa adalah pe-iabat fungsional Srang ditunjuk untuk
rnembayarkan, menatausahakan uang untuk keperiuan Lrelania daerah dalaru rangka
pelaksanaan Transfer Anggaran Desa.

14. Ben<laha I)ana Bantual Operasional Sekolah yang selanjutnva disebut Bendahara
Dana BOS aclalah bendahara yang ditunjuk oleh pemer"intah -yang br:rarla di
lingkungan Sekolah dan rnemiliki kewajiban untuk memungut dan memotong pajak

atas belanja barang modal, beianja pegawai dan belanja lainnya yang riananrra

trersumber dari rlana BOS.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen .vang

menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

Surat Per:nintaan Pembayaran yarrg seianjutnya disingkat SPP aclalah rlokumen -Yang

diterbitkan oleh pejabat yang trertanggung jarn'ab atas pelaksanaan kegiatanl
benrlahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pemtlayaran.

SPP Uang Persediaan -ya11g selar:jutnya disingkat SPP-UP adalah dokurnen )rang
diajukan oleh Benclahara Pengeluaran untuk pei:nintaan uang muka kerja -Yang
bersifat pengisian kemtrali (revolvitg) .vang tidak dapat dilakukan dengan pembavaran

langsung.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutn,va disingkat SPP-GU adalah dokumen yang

dia.y'rikan oleh benclahara pengeluaran untuk per:nintaan pengganti uang persectriaan

yang tidak dapat djlakukan dengan pembayaran langsung'
1q. SPP Tambahan Uang Perserliaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen

.vang dlajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu

untuk permintaan tamtrahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD

yang bersifat menrlesak dan lidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan

uang persediaan.
20. SPP Langsung PPKD yang seianjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah clokumen -Yang

diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas

transaksi-transaksi 3zang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukam, dan

waktu pembayar:an tertentu.
21. S6rat Perintah Membayar )'ang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen .yang

digunakan / ditertritkan oleh pengguna arlggaran / kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokunen
yang d,igunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Benrlahara Umum
Daerah berdasarkan SPM.

RAB iI
RUANG LINGKUP

Pasal 2

{1i Ruang lingkup peraturan bupati ini mengatur tata cara penetapan bendahara di
lingkup pernerintah kabupaten Halmahera Barat -yg terdiri atas:

lI:r
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a. I3endahara penerimaan;
b. Benrlahara pengeluaran;
c. Bendahara barang;
d. Bendahara Tranfer Desa;
e. Bemla-hara llantuan Operasional Sekolah (BOS);

f. Bendahara JKN;
g. Bendahara Dana PtrN.

{2} Dalam melaksanakan tugas bendaleara sebagaimana tersebut. pada a-vat- {1), dengan
trerpedoman kepada kertentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IiI
BtrNDAI_IARA

I3agian Kesatu
Bendahara Penerimaan

Pasal 3

Bendahara penerimaan bertugas:
a. Bendahara penerimaan bertugas rnenatausahakan dan menlpertanggung

jaw,abkan seluruh penerimaan pendapatan OPf) dalam rangka pelaksanaan
APBD.

b. I\4enerima setoran retrii:usi dari UPTD atau bidang yang memiliki instrurnent
PAD.

c. Menyetorkan ke bank RPD Maluku Capem Jailolo.
d. Mencatat penerimaan retribusi secara manual dan apiikasi SIMDA Keuangan.
e. I\4elaporkan hasil pelaporan kepada BUD seteiah iaporan di tandatangard

Kepala OPD.
f. Menyusun laporan pertanggungjar,vaban bendahara penerimaan untuk

diserahkan ke Kepala OPD.
g. Melakukan evaluasi dan rekonsiliasi antar laporan dari svstem, manuai clan

laporal dari bank BPD.

Bagian Kedua
Benclahara Pengeluaran

Pasal 4

Bendahara Pengeluaran bertugas:
a. menerima, men_rrimpAn, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung

.jawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

b. meneiiti kelengkapan per:intah pembaS'aran -yang diterbitkan pejabat -\'ang
Lrerwrenang.

c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalarn perintah
pemba.yaran.

rt" Menyediakan uang persediaan rlan merencanakan penarikan dana sesuai
keperiuan belanja OPD.

e. i\,{elaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPJK, SPP,

SP2D dan dokumen-dokumen keuangan iainnya.
f" Melaksanakan pembukuan sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
g. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP,GU,TU dan LS)

h. Menyarnpaikan SPP brerikut dokumen kelengkapannya kepada peja.bat penguji
dan perintah pembayaran.

i. Menyiapkan data realisasi pelaksanaan anggaran belanja OPD.
j" Menyusun laporan kas clan realisasi anggaran sesuai peraturan perundag-

undangan yang berlaku.
k. Melaksanakan pembayaran setelah mendapatkarr persetujuan KPA atas

tagihan/ permintaa n pem bayaran tersetrut.



Bagian Ketiga
Benrlahara Barang

Pasai 5

Bendahara Barang bertugas:
a. Mencatat seiuruh barang milik rlaerah _yang berada di masing-masing OIID Srang

berasal dari APBD, mallpurr perolehan lain yang sah kedalam ka.rtu inventaris
barang (KIB), kartu invebtaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Buku Incluk
Inventaris (BII). sesuai kodelikasi dan penggolongan barang milik daerah.

b. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipeliharaldipertraiki kedalam
kartu pemeliharaan.

c. Menyiapkan l,aporan Barang Pengguna Semesteran {LI3}'S} dan Laporan Barang
Pengguna Tahunan {LPBT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan yang
berarla di OPD kepada pengelola.

d. Menyiapkan usulan penghapusan barang rnilik daerah yang rusak dan tirlak
dipergunakan lagi.

Bagian Keempat
Bendahara Transfer Desa

Pasal 6

Bendahara Transfer Desa bertugas:
a. Mentransfer, menatausahakan dan mempertanggungjau,abkan pengeluar-an uang

dalam rangka pelaksanaan trarsfer anggaran l)esa berupa Dana Desa, Alokasi
Dana Desa, DBH clan bantuan keuangan ke desa.

b. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan pejabat .y*ang
beru,enang.

c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalairr perintah
pembayaran.

d. Melaksanakan penatausahaan dan pengarsipan surat kedinasan, SPP, SPM, SP2L)
rian rlokumen-dokumen keuangan lainnya.

e. Menyiapkan Surat Perintah PembaS.'aran {SPP-LS)
f. Menyampaikan SPP berikut clokumen kelengkapannya kepada pejabat penguji dan

perintah pembayaran.
g. Meqriapkan data realisasi pelaksanaan t.ransfer anggaran Desa.
h. Menyususn laporan kas dan reatrisasi anggaran sesuai peraturan perundag-

undangan .v*ang berlaku.
i. Melaksanakan pembayaran setelah rnendapat persetujuan KPA atas

tagihan/ permintaan pemtrayaran tersebut.

Bagian Kejima
Bendahara Bantuan Operasional Seknlah

Pasal 7

Bendahara B0S bertugas:
a. Mengisi, mengirirn dan meng-update data pokok pendiclikan secara iengkap

kedalam sist.em yang telah disediakan oleh kemendikbud.
b. Menerima, mengelola dan mempertanggungjarnabkan Dana BOS secara transparan

dan akuntabel.
c. Menyimpan dan mengar"sipkan semua surat-surat pembelian atau kuit.ansi

pemtrelian/ pengeluaran dengan rapi dan teratur"
{i. Mengerjakan adminislrasi keuangan BOS berdasarkan panduan BOS tahun

Lrerjalan.
e. Menyusun dan melaporkan pertanggungjau,,aban Dana [3OS bulanan, trir,rrLrlan,

semester, dan tahunan secar? transparan dan akunt"abel.
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Bagian Keenam
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Pasal 8

Bendahara Dana Kapitasi JKN trertugas:
a. Melaksanakan Kegiatan Keuangan BPJS sesuai rlengan perencanaan hasil dari

lokakaryra Puskesmas.
t]. Mengelola Dana JKN sesuai dengan peturlir-rk teknis JKN secara bertanggung

jar,rrab.

c. Melaporkan realisasi belanja dana.JKN Kota pada Instansi yang berwenilng.
d. Ikut serta dalam penyusunan RKA Dan DPA untuk penganggaran prlencanaan

Puskesma.s.

Bagian Ketujuh
Bendahara Ilana PBN

Pasai 9

Rendahara Dana PEN bertugas:
a. Melaksanakan Kegiatan Keunngan Dana PEN sesuai dengan perencanaan.
b. Mengelola Dana FEN sesuai dengan pet.unjuk teknis Ilana PEN secara bert:rr:ggllng

jawab"

BAI] IV
PtrNtrTAPAN DAN PNMBERI-ItrNTIAN BI'NDAHARA

Bagian Kesatu
Pend elegasian Kewenangan

Pasal 10

{1J Bupati menclelegasikan sebagian kewenangan kepad:r Kepala Baclan Pengeloia
Keuangan Daerah Dalam Penandatanganan Surat Keputusan Penet*lpan dan
Pemberhentian Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kai:upaten Halmahera f3arat.

{2} Dalam melaksanakan Tugas Fenandatangaflan sebagaimana dimaksucl pada ayat
{1) penetapan dan pemtrerhentian bendahara di lingkungan }rermerintah
Knbupaten F{almahera Barat menjadi tanggungjawab Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan wajib melaporkanrlya kepada Bupati.

{3} Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan bendahara barang $ecara
fungsional bertanggung jawnb atas pelaksanaan tugasnya kepada FPKD selal<u
BUD.

{4i Dalam melaksanakan pendelegasian sebagaimana dimaksud pa<ia a--vat {1}, sesuei
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penet^a1:an Bendahara

Pasal 11

{1) Kepala BPKD atas usul OPD mene&lpkan benclahara penerimaan, bendahara
pengeluaran dan bendahara barang untuk melaksanakan tugas kebendaharaarl
dalam rangka pelaksanaan anggaran pada OPD.

{2) I}endahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
a-vat (1i dan ayat {2} adalah pejabat tirngsional.

{3} Bendahara penerimaan. trendahara pengeluaran dan bendahara barang baik
secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai
penjamin atas kegiatan/peke1'aan/ penjlralan, selt-a membuka rekenlng/giro pos
atau menvimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangail lajnnva atas
aama pnibadi.
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Fenetapan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Bendahara

Pasal 12

Kepala BPKD dapat memberhentikan bendahara apabila :

a. Dipandang tidak kompeten dalam menjalankan tugas setragai bendahara.
b. Tidak mery'aiankan tugas
c. Melanggar ketentuan sebagairnana dimaksud pada pasal 10 avat {3)"
Kepala OPL) -yang bendaharanya diherhentikan mengusulkan nama baru untuk cli
angkat sebagai bendahara baru.
Pemberhentian trendahara sebagairrrana dimaksud pada a-vat (1), sesuai clengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunrlangan Peraturan
dengan penempatannya dalam Rerita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal Lt A9"9tu9 2lj2'2

BUPATI BARAT,

I)iundangkan di Jailolo
padatanggal q AguStlg 2O'2')

SEKRB'TARIS DAtrRAI{
KqBUPATEN HALMAHtrRA BARAT,

.ZIVL
/' - //-

MUI{AMMAD fllAHRIL ARDUL RADJAK

BERITA DAERAT{ KABUPATEN }{ALMAHERA BARAT 'IAI IUN 202'2 NOMOIT €, Z

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BA HUKUM DAN ORGANISASI

. SH, LLM
IV la

{4}

{U

{2i

{3)

\-_

Ass. Bid. Adm. Umum

Kabag. l{ukurn & Orgs
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